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ABSTRACT 

Name : Muhammad Nizar Aly 

Title : Legal Consequences of the Existence of Invalid Voter's Votes on the Final 

Results of the 2020 Election of Governor and Deputy Governor of Jambi 

Province 

 An electronic identity card or certificate of electronic data recording from the 

Population and Civil Registration Service is the main requirement for someone who wants to 

vote in the election of Governor and Deputy Governor. In the 2020 election for Governor and 

Deputy Governor of Jambi Province, violations were found regarding voters who did not have 

an Electronic Identity Card and Certificate. The aim of this research is to find out and 

understand the validity of the vote count for voters who do not have an Electronic Identity Card 

and Certificate. Then to find out and understand how invalid voter votes influence the final 

results of the 2020 election for Governor and Deputy Governor of Jambi Province. The type of 

research used in writing this thesis is normative juridical legal research, Statute approach where 

the author will be reviewing the laws in Indonesia. The author will use primary legal material 

and secondary data material. The importance of the Electronic Identity Card and Certificate is 

the voter's obligation for the validity of the vote. Therefore, the Decree of the Jambi Provincial 

General Election Commission Number 127/PL.02.6-KPT/15/PROV/XII/2020 is considered 

invalid because voters are without requirements. This had an impact on the final results of the 

election, in which Candidate Pair Number 3 emerged as the winner with a greater number of 

votes. The impact of unconditional voter participation played a key role. Strengthening the role 

and more effective actions of the Voting Committee, especially in ensuring voters meet the 

requirements, can guarantee the validity of the election process and represent the actual results 

in the Decision of the Jambi Provincial General Election Commission. 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Nizar Aly 

Judul : Akibat Hukum Adanya Suara Pemilih yang Tidak Sah terhadap Hasil 

Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik ataupun Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam 

Data Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi syarat utama bagi 

seseorang yang ingin memberikan suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, ditemukan 

pelanggaran terkait pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat 

Keterangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

keabsahan terhadap penghitungan suara pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik dan Surat Keterangan. Kemudian untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

pengaruh suara pemilih yang tidak sah terhadap hasil akhir pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Statute approach where the author will 

be reviewing the laws in Indonesia. The author will use primary legal material and secondary 

data material. Pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan menjadi 

kewajiban pemilih untuk validitas suara. Maka dari itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-KPT/15/PROV/XII/2020 dianggap tidak sah karena 

pemilih tanpa persyaratan. Hal itu berdampak pada hasil akhir pemilihan, yang mana 

Pasangan Calon Nomor Urut 3 keluar sebagai pemenang dengan jumlah suara lebih banyak, 

dampak dari partisipasi pemilih tanpa syarat memegang peranan kunci. Penguatan peran dan 

tindakan lebih efektif dari Panitia Pemungutan Suara, terutama dalam memastikan pemilih 

memenuhi persyaratan, dapat menjamin keabsahan proses pemilihan dan merepresentasikan 

hasil sebenarnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. 

Keywords: Election Violations, Vote Validity, Final Election Results
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